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Tunjangan BK Honorer Dipotong

BENGKULU - Majelis Ha-
kim Pengadilan Tipidkor
Bengkulu yang menyidan-
gkan kasus korupsi fun-
jangan dana beban kerja
(BK) Pemda Kota Bengkulu,

kemarin (12/10) kembali-

memeriksa tiga saksi. Dua
diantaranya tenaga honorer
yakni Winda honorer Bap-
penda dan Marlina honorer
DPPKA Kota Bengkulu. Satu
saksi lagi mantan Kasi Per-
bendaharaan di DPPKA;
Hesti.

Majelis hakim diketuai
Dr. Jonner Manik SH,MH
terkejut begitu mendengar
keterangan saksi Winda dan
Marlina bahwa honorerjuga
dapattunjangan BK. Namun
tunjanganitudipotongalias
tidak dibayarkan full 7 bulan
rapel terhitung Januari-Juli
2015. Kedua saksi mengaku
hanya dibayar 2 bulan den-
gan nilai Rp 2,6 juta (sudah
dipotong pajak).

“Kasihan honorer sudah
gajinya nggak seberapa,

dapat BKtapi dipotong pula.

Mana nggak diangkat-ang-
kat pula jadi' CPNS. Kalau
memangadakenaikan dana
BKdandirapel Januarisam-
paiJuli dibayar Agustus kan
harusnyamenerima 7 bulan

tapi ternyata honorer cuma

menerima 2 bulan,” tukas
Jonner.

Berdasarkan keterangan‘

saksi, sebelum ada kenaikan
dana BK biasanya mereka
menerima tunjangan Rp 700
ribu. Hakim lalu bertanya
kenapa saksi tidak mem-
pertanyakan pemotongan
itu dilakukan oleh siapa,
dasarnyaapadan untukapa.

Saksi menjawab tidakberani

bertanya sehingga hanya
bertanya dengan teman-
nya sesama honorer yang
ternyata tunjangan dana BK
mereka juga dipotong.
“Awalnya kami diberitahu
atasan kami di masing-
masing instansi bahwa tun-
jangan BK naik tapi ada
pemotongan. Tapi tidak dis-
ebutpemotongan apa. Yang
jelas rapel itu kami cuma
menerima 2 bulan. Waktu
menerima uang memang
kami disuruh tanda tangan
tapilupadisuruh berapakali

‘tanda tangan,” tutur saksi

Marlina.

Sedangkan saksi Hesti
mantan Kasi Perbenda-
haraan saat ditanya oleh
hakim, JPU dan penasihat
hukum lebih banyak men-
jawab tidak tahu. Padahal,
dia selaku ASN penang-
gungjawab menerbitkan
SP2D untuk pencairan dana
BK. “Saya sendiri cuma
terima 1 bulan. Waktu itu
uangnya ada yang men-
gantarkan ke gedung diklat
saatsaya sedang pelatihan,’
ujar Hesti.

Lalu hakim bertanya apa
dasar saksi menerbitkan
SP2D sehingga dana BK itu
berlaku mundur ke bela-
kang sementara perwal no-
mor 36 dikeluarkan Agustus.
Saksi mengaku tidak tahu.
Bahkan saat hakim menye-
butkan soal perwal 36a ia

“jugatidak tahu. Sebelumnya
-saksi tidak tahu kalau ada
-perwal 36a setelah perwal

36. :
Lucunya, sebagai Kasi Per-
bendaharaan, saksi juga
tidak tahu soal pemoton-
gan dana BK karena dirinya

hanya menerini
mencari tahu

pemotongan. {Saya tidak
mempertanyakan karena

masih dengan agenda
mendengarkan yan
saksi.(tew)




